BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada bagian-bagian sebelumnya
dari penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap
bermanfaat bagi semua pihak :
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Persyaratan memperoleh izin ekspor dan impor satwa langka menurut cites dan
hukum indonesia. Untuk memperoleh izin ekspor, setiap orang yang ingin
mengekspor dan impor satwa harus memperoleh sertifikat ekspor dan impor.
Pemberian izin ekspor untuk satwa yang terdaftar didalam Appendix 1 terdapat
dalam pasal 111 ayat (2) peraturan spesimen dimana satwa tersebut sama sekali
tidak boleh diperdagangkan kecuali untuk tujuan penelitian dan penangkaran .
Syarat-syarat pemberian izin ekspor untuk Appendix Il diatur dalam Pasal IV
ayat (2) walaupun tidak terancam punah tetapi mungkin akan terancam punah
bila tidak diatur secara tegas. Perdagangan species ini diperbolehkan selama
tidak berakibat merusak pada berkelanjutan hidup (survival) dari species
tertentu Syarat-syarat pemberian izin ekspor untuk Appendix Il diatur dalam
Pasal V ayat (2) semua species yang para pihak identifisir sebagai species yang
tunduk pada pengaturan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi species
tersebut melalui suatu kerjasama Internasional antar negara anggota. Menurut

hukum Indoneisa cara mendapatkan izin ekspor satwa liar terdapat pasal 30



ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No 447/kpts-11/2003 tata cara dan
prosedur perizinan dan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa
liar untuk. Izin impor, Syarat-syarat sertifikat atau izin impor (import permit)
untuk Appendix 1 sebagaimana diatur dalam pasal Il ayat (3), Appendix Il
diatur dalam pasal 4 ayat (4), untuk Appendix Il1 tercantum dalam Annex Ill.

2. Ancaman Hukum Pelanggaran Izin Menurut CITES dan Hukum Indonesia.
Apabila terjadi pelanggaran izin saat melakukan perdagangan tumbuhan dan
satwa liar, langkah langkah yang harus diambil oleh para pihak yang terdapat
dalam pasal VIII CITES. Di dalam CITES juga mengatur tentang penyelesaiian
sengketa yang terdapat pada Pasal XVIIl. Dalam mengatasi perdagangan atau
penyelundupan satwa liar yang dilindungi secara ilegal pemerintah Indonesia
harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku seperti yang diatur pada Pasal
63 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa liar. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No. 5
tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
menetapkan ketentuan pidana.

B. Saran-saran

Sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dalam Tataniaga Satwa Liar Berdasarkan Convention On

International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora dan Hukum

di Indonesia, penulis mencoba untuk memberikan saran- saran yang didapatkan

dari hasil pemikiran dan penelitian penulis. Adapun saran dan masukan yang

dimaksud antara lain ;



Perlu adanya pembenahan terhadap sistem perdagangan ekspor dan impor
satwa dan tumbuhan langka baik nasional maupun internasional, seperti
kejelasan atas surat izin ekspor dan impor. Serta ketegasan hukum
terhadap pelaku perdagangan satwa dan tumbuhan langka sehingga timbul
efek jera terhadap pelaku.

Perlu adanya tindakan efek jera terhadap oknum agar tidak melakukan

perdagangan tanpa adanya izin yang jelas dari pihak-pihak tertentu.



